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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyatakan
bahwa setiap negara ber‘samaan' kedudukannya dimuka hukum dan pemerintahan
serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Untuk
mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban,
keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat
Indonesia. Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian
hukum adalah memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum Kkhususnya
kepolisian.

Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah salah satu institusi
pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia.
Institusi kepolisian’ memiliki- peran yang amat. penting, lebih konkrit lagi
keikutsertaan polisi tidak bisa diabaikan dalam upaya menegakan disiplin
nasional.! Polisi sebagai penegak hukum bertugas dibidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

!Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1997, hal. 56.



ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Dalam pelaksanaan tugas polisi berhadapan langsung dengan masyarakat.
Berbagai upaya tengah dilakukan untuk merubah citra institusi Polri dimata
masyarakat terutama perubahan kualitas personal yang ada dalam tubuh
kepolisian termasuk dalam melyaksanakan tugasnya harus berpegang teguh pada
etika profesi sebagai aparat penegak hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa Kepolisian
Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan Ketertiban masyarakat
b. Menegakan hukum dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, Kepolisian-mencapai hal tersebut melalui tugas preventif (mencegah
terjadinya  pelanggaran  hukum) dan tugas represif  (memberantas
kejahatan).?Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive,
yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi
peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah

menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

2 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Jakarta: PT. Cipta Manunggal, 1997, hal. 111.



Langkah preventif ini merupakan usaha mencegah bertemunya niat dan
kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan dan kriminalitas.®

Pelaksanaan tugas preventif dan represif pihak kepolisian terhadap
berbagai tindakan dan pelanggaran harus mengedepankan fungsi-fungsi yang ada
di Kepolisian dan bergerak sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya
masing-masing.Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di
dalam negeri. Dengan ini namypak perbedaan dari tugas tentara yang terutama
menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan
ada serangan dari luar negeri.

Polisi sebagai salah satu penegak hukum selalu berupaya berada di garda
terdepan. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat disebut sebagai
penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati, ternyata menyebabkan
terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan
demikian biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan
sebagai suatu kejahatan.

Satuan lalu’lintas. (Satlantas) adalah unsur ‘pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,
pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas. Selain itu,
Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti, registrasi dan identifikasi

pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan

3 Sadjijono, Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum
Administrasi, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2006, hal. 118.



hukum di bidang lalu lintas. Hal ini sangat berkaitan guna menciptakan suasana
aman, tertib dan lancer selama berlalu lintas.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia disegala bidang
termasuk pembangunan dibidang transportasi. Pembangunan baik berupa sarana
seperti jalan yang diperlebar serta angkutan yang diperbanyak. Di satu sisi
perkembangan bidang transportasi sangat menguntungkan karena membantu
masyarakat berpindah kétempaf lain. Disisi lain perkembangan transportasi tidak
diimbangi dengan perkembangan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
keselamatan dalam berkendara. Apalagi pengemudi kendaraan umum yang sering
ugal-ugalan karena mengejar setoran tanpa memperhitungkan keselamatan dan
kenyamanan penumpang.*

Angkot merupakan sarana yang memudahkan transportasi dalam kota
maupun antar kota. Angkot sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat di
Indonesia dalam memenuhi kebutuhan transportasinya, terutama di kota-kota
besar. Angkot memang bukan pilihan utama sejak beberapa tahun ke belakang
kala kendaraan pribadi lebih ~dipilih,” namun- jumlah "angkot tetap bahkan
meningkat. Alhasil, tingkat pendapatan yang harus didapatkan pada angkot terlalu
tinggi dan berujung pada infektivitas pengangkutan penumpang. Angkot yang
sudar berumur uzur pun banyak yang masih berseliweran sehingga menambah

jumlah angkot tanpa penumpang.

4 Nilma Suryani dan Rian Febrinando, Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Angkutan
Umum yang Meminum Minuman Keras dan Ugal-ugalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota
Padang, Bagian Hukum Pidana, Universitas Andalas, 2013, hal. 1



Angkot di berbagai kota dimiliki oleh beberapa pihak swasta yang tidak
berkepentingan dengan khalayak umum. Akibatnya, banyak pengelolaan angkot
tidak mengedepankan kepentingan umum dan merugikan orang banyak.
Pemerintah tidak mengambil bagian dalam pengelolaannya sehingga sering tidak
sejalan dengan kepentingan pemerintah. Kurangnya kesadaran sopir angkot dalam
berlalu lintas dengan baik, salah satunya kebanyakan sopir angkot sekarang yang
sering mengemudi 'séenaknya seperti  mengemudi dengan ugal-ugalan,
menghidupkan musik dengan suara keras serta menurunkan penumpang dengan
sembarangan, sehingga berakibat terhadap penumpang yang menaiki angkot
tersebut.

Sopir angkot pada saat sekarang ini dalam berlalu lintas kebanyakan tidak
menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sopir angkot tersebut sering
mengemudi dengan tidak mementingkan norma-norma dan lalu lintas di jalan
raya. Sering kali sopir angkot ini mengemudi dengan mementingkan setoran yang
akan disetor kepada pemilik angkot. Namun, dari sudut pandang sopir angkot, ini
sangat beralasankarena .memang mereka butuh banyak penumpang untuk
menumpuk uang gaji mereka lebih banyak. Tak ada sistem pengupahan yang
layak seperti gaji pokok atau insentif secara adil benar-benar menjadi titik
kulminasi dari permasalahan angkot ini.

Pada saat sekarang ini sopir angkot banyak dikemudikan oleh seorang
remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari anak kedewasa. Remaja yang

mengemudikan angkot kebanyakan tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)



dan sering kali melanggar lalu lintas serta menyebabkan resahnya penumpang
yang berada di dalam angkot. Laju kendaraan yang dipacu seolah-olah tidak
memikirkan keselamatan dirinya sendiri bahkan penumpang didalam angkot
tersebut.Berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak memberikan batasan umur seseorang dikatakan anak jika
berusia 8 tahun sampai umur 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan
menurut Undang-Undang‘Nomdr 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak, usia anak disebutkan berusia 12 tahun sampai 18 tahun.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Rudi Rinaldi mengatakan, untuk
penanganan sopir angkot yang. di bawah umur dan sopir yang ugal-ugalan adalah
ranahnya pihak kepolisian, kalau Dishub tugasnya hanya pengawasan untuk uji
berkala dan jaringan trayek. Di sisi lain, Ketua Organda Kota Padang, Sofyan me-
ngimbau terutama pada pemilik angkutan, supaya tidak diperbolehkan anak di
bawah umur atau yang belum memiliki SIM untuk membawa angkot, karena hal
itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Saya juga mengimbau pada semua masyarakat
supaya naikilah angkot sesuai dengan jurusan atau tempat tinggal, kalau
tinggalnya di Veteran dan naik angkot Lubuk Buaya tentunya akan diminta sesuai

dengan ongkos jurusan itu,” pungkasnya.®

> http://www.harianhaluan.com/index.php/berita/haluan-padang/38801 diakses pada Sabtu 7
November 2015, pukul 16.00 WIB
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Kondisi ini tentunya semakin tidak terkontrol jika pengawasan sopir di
bawah umur tidak dilakukan aparat terkait. Melihat perilaku sopir angkot di Kota
Padang, khususnya yang berusia di bawah 17 tahun, bisa dipastikan mereka tidak
memahami aturan di jalan raya, karena sering melakukan pelanggaran. Dipastikan
juga mereka belum memiliki Surat 1zin Mengemudi (SIM). Menyikapi hal itu, pe-
ngamat transportasi dari Universitas Andalas Yosaffra mengatakan, tidak punya
aturan dan perasaan saat berlaiu lintas adalah hal yang membuat tingkat kece-
lakaan di jalan raya cukup tinggi.

Khusus untuk sopir angkot di Kota Padang, katanya, tidak diragukan lagi
penilaiannya sangat buruk. Secara kasat mata bisa dilihat perilaku sopir angkot
sesuka hati saja. “Sopir angkot kerap berhenti di tengah jalan sehingga macet.
Kebut-kebutan di jalan yang bisa membahayakan penumpang, dan itu sudah ada
buktinya. Pangkalan angkot yang diabaikan oleh sopir angkot. Itu menandakan
sopir angkot belum matang secara pekerjaan. Kita bisa lihat sopir angkot gonta
ganti setiap saat,” ucapnya. la berharap, jika ingin memperbaiki transportasi
angkot di Kota Padang mulailah dari merubah perilaku sopirnya.®

Oleh karenanya perlu penanganan secara tepat terhadap para remaja yang
melakukan tindakan diluar norma yang berlaku ditengah masyarakat dan upaya
penegakan hukum untuk menjadikan para remaja tersebut menjadi sadar akan

tindakan pelanggaran bahkan hingga kejahatan yang mereka lakukan tanpa

6 http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/43055/dishub-padang-dan-organda-tak-berdaya-
diakses pada Sabtu 7 November 2015, pukul 16.10 WIB




mementingkan keadaan dan nyawa orang lain. Tanggung Jawab polisi adalah
menertibkan dan mengatasi tindak pelanggaran bahkan kejahatan yang dapat
menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan pihak
Kepolisian dalam mengurangi bahkan menghilangkan kenakalan remaja yang
mengganggu ketertiban umum memang sangat dibutuhkan untuk menambah arti
penting tugas dan fungsi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Dari hal tersebut tampék jelas bahwa untuk>melaksanakan ketertiban,
kelancaran dan keamanan dalam berlalu lintas diperlukan dukungan yang baik
dari perangkat hukum yang lebih professional maupun dari masyarakat. Sehingga
hak yang melekat pada pengendara dan pengguna jasa angkutan jalan serta pihak
lain yang tersangkut dapat ;dilindungi untuk membangun ekonomi dan
pembangunan wilayah yang 'lebih baik. Ketertiban lalu lintas pengguna jalan
sangat bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat. Apalagi ketertiban
berkorelasi pada keamanan kolektif yang berhubungan dengan keselamatan
pengguna jalan itu sendiri. Dalam Undang — Undang No.22 tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) bahwa :
Pasal 1 butir 32 UU LLAJ :

Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu

lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban

setiap Pengguna Jalan.



Pasal 1 butir 30 UU LLAJ :
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan
perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
Pasal 1 butir 31 UU LLAJ :
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan
terhindarnya sétiap orang dari risiko kecelakaan’selama berlalu lintas yang
disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk ~mengkaji secara
mendalam mengenai peranan kepolisian terhadap perilaku sopir angkot dibawah
umur yang dilakukan remaja serta penerapan hukuman atas sanksi bagi pelaku
sopir angkot dibawah umur tersebut sebagai upaya mengatasi pelanggaran yang
dilakukannya. Beranjak dari uraian diatas, maka peneliti tertarik mengambil
skripsi dengan judul “PERAN SATLANTAS DALAM PENEGAKAN
HUKUM TERHADAP SOPIR ANGKOT REMAJA DI KOTA PADANG”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang akan diteliti dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Apa peran Satlantas dalam penegakan hukum terhadap sopir angkot remaja di
kota Padang ?
2. Apakah hambatan-hambatan Satlantas dalam penegakan hukum terhadap

sopir angkot remaja di kota Padang ?



3. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Satlantas dalam mengatasi sopir
angkot remaja di kota Padang ?
C. Tujuan Penelitian
Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah
dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya
ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pe‘ran Sétlantas dalam penegakan hukum terhadap sopir
angkot remaja di kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Satlantas dalam penegakan hukum
terhadap sopir angkot remaja di kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Satlantas dalam mengatasi
sopir angkot remaja di kota Padang.
D. Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan beberapa
manfaat antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah
sekaligus menerangkan hasil dalam bentuk skripsi.
b. Agar penulis dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu pengetahuan yang
secara teoritis di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di

lapangan.
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¢. Untuk memperluas ilmu pengetahuan dibidang hukum umumnya maupun

dibidang hukum pidana pada khususnya.
2. Manfaat Praktis

a. Agar hasil penelitian ini menambah referensi bagi pihak yang ingin
mengetahui lebih lanjut tentang peran Satlantas dalam penegakan hukum
terhadap sopir angkot remaja di kota Padang.

b. Hasil penelitian‘ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan
orang tua serta aparat penegak hukum dalam menciptakan keamanan dan
ketertiban dalam masyarakat terkait dengan maraknya sopir angkot remaja
di Kota Padang.

E. Kerangka Tearitis dan Konseptual
Dalam penelitian ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual
sebagai landasan berpikir dalam menyusun proposal penelitian ini.
1. Kerangka Teoritis
A. Teori Peranan
Polri-menduduki peran posisi-sebagai aparat penegak hukum,
yang sesuai dengan prinsip diferential fungsional yang digariskan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kepala Polri diberikan
peran (role) kekuasaan umum menangani criminal (general policing
authority in criminal matter) diseluruh wilayah negara. Polri berperan

melakukan control criminal (crime control) dalam bentuk investigasi,
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penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.’Suatu hak
sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat,
sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu,
dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut :2

1. Peranan yang ideal (ideal role)

2. Peranan yang seharusnya (expected role)

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri-(perceived role)

N

. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Penggunaan perspektif  peranan dianggap mempunyai
keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :°
1. Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
2. Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemusatan
perhatian pada segi prosesual,
3. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung
jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambangnya yang
cenderung bersifat konsumtif,
Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang
Ketentuan Pokok Kepolisian Negara mempunyai perananan yang

terdiri dari :

" M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta : Sinar
Grafika, hal. 91

8 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada, 2012, hal 20.

°Ibid., hal 22
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a. Peranan yang ideal
Pasal 1 ayat 2 yaitu :

“Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu

menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara”.
b. Peranan yang seharusnya
Pasal 1 ayat 1 yaitu :

“Képbl‘isian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
Kepolisian Negara, ialah alat negara penegak hukum yang
terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri”.

Pasal 2 yaitu :

“Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1
maka Kepolisian Negara mempunyai tugas :*°
1. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

2. mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit
masyarakat.

3.-memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam.

4. memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat
termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.

5. mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap

peraturan-peraturan negara.

OIbid., hal 23-24
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Kepolisian juga memiliki asas dalam menjalankan tugas. Salah
satunya adalah asas kewajiban (plichtmatigheid) yaitu asas yang
memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada
kekuasaan atau kewenangan umum.! Kewajiban untuk memelihara
ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan
berdasarkan asas kewajiban, apabila tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undahgan. Namun demikian polisy dapat bertindak menurut
penilaiannya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan
umum. Kalau didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan
yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan
aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (role distance).*2

B. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti
dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan
nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan
mengejawantah.dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap
akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian
pergaulan hidup.®® Penegakan hukum secara konkret merupakan

berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana harusnya dipatuhi.

11 Djoko Prakoso, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Jakarta : PT Bina
Aksara, 1987, hal 149.

12 Sperjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Jakarta :
CV. Rajawali, 1987, hal. 202-203.

13 Sperjono Soekanto, op.cit.,hal. 5
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Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti
memutuskan perkara dengan menerapkan hukum dan menemukan hukum
secara nyata dalam mempertahankan dan menjamin dipatuhinya hukum
materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan hukum
formal.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yan‘g muhgkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti penting yang netral, sehingga dampak positif atau
negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut,
adalah sebagai berikut :*

1. Faktor hukumnya sendiri
Yaitu peraturan perundang-undangan mengenai berlakunya
undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah
agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya,
supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.
2. Faktor penegak hukum
Yaitu pihak-pihak yang membentuk menerapkan hukum.
Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang
mencakup hakim, polisi, pembela, petugas pemasyarakatan dan

seterusnya.

Ibid., hal 8
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3. Faktor sarana atau fasilitas
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak
mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau
fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia Yyang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.
4. Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan
untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu,
dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi
penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan
faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya
diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari
kebudayaan spiritual atau non materil.
C. Teori Efektifitas Hukum
Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap
tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan
adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran
yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap

tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah
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induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang
diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat
diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum
berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu biasanya diketahui
apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu
sehingga sesuai dengah tujuannya atau tidak.Efektivitas hukum artinya
efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni
efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya
masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan
sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau
sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar
manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang
terpuji.

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar
hukum mempunyai- pengaruh terhadap. sikap “tindak atau perilaku
manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa
hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak
tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental
sehingga seseorang mempunyai kecendurangan untuk memberikan
pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam

perilaku nyata.
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Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau
masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi
hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum
tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh
yang negatif. Hal itu disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak
dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya
frustasi, tekanan, atau b’ahkan konflik.

2. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada
suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-
definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang di
angkat yaitu:
a. Peranan
Peranan berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu
peristiwa atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan
tertentu.’®
b. Satlantas
Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,

pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas.

15Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1999, hal 997
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c. Penegakan Hukum
Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
d. Sopir Angkot Remaja

Angkot merupakan sarana yang memudahkan transportasi dalam kota
maupun antar kota. Angkot sering menjadi pilihan utama bagi masyarakat
di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan transportasinya, terutama di kota-
kota besar. Angkot menjadi pilihan utama karena dapat digunakan oleh
semua orang, bisa memilih angkot dengan jalur perjalanan yang sesuai
dengan asal dan tujuan, serta bisa diakses dengan ongkos yang cukup
murah. Fenomena sopir angkot salinan di Kota Padang hingga sekarang,
masih belum tertuntaskan. Persoalannya bukan masalah tidak punya Surat
Izin Mengemudi- (SIM) semata, tapi laju kendaraan yang dipacu seolah-
olah tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri bahkan penumpang di
dalam angkot tersebut. Menanggapi beberapa keluhan dari masyarakat
yang mengatakan ketidaknyamanannya menggunakan transportasi umum
tersebut dan sopir yang mengendarai yang masih di bawah umur. Salah

satunya disampaikan Murni, guru di salah satu sekolah negeri di Padang. la

16 Sperjono Soekanto Op. Cit, hal. 12.
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mengaku tidak nyaman, jika menaiki angkot karena kecepatan dari angkot
tersebut melebihi batas yang diterapkan. “Saya hampir setiap hari
menggunakan angkot dari Tabing hingga ke Lolong. Kadang kan ada
beberapa dari sopir yang kita kenal dan mereka masih di bawah umur, tapi
sudah diperbolehkan oleh orang tuanya untuk mengemudi angkot
terserbut,” ujarnya.l’ la berharap pihak yang berwajib dapat menangani
masalah ini, terutama uyntuk angkot yang ugal-ugalan di jalan. Jangan
karena mengejar setoran saja, nyawa penumpang jadi taruhannya.
F. Metode Penelitian
Untuk memecahkan masalah. yang telah dirumuskan perlu adanya metode
penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan judul diatas ada beberapa
tahap yang perlu ditentukan antara lain:
1. Pendekatan Masalah
Dalam penelitian yang akan dilakukan metode pendekatan masalah
yang digunakan adalah Metode Penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan
masalah melalui‘penelitian-hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku
dan menghubungkannya dengan pelaksanaan dan fakta yang ada dilapangan
sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu,*®Peran
Satlantas Dalam Penegakan Hukum Terhadap Sopir Angkot Remaja Di Kota

Padang.

17 Hasil Wawancara dengan Ibuk Murni sebagai guru SD di kota Padang, pada hari Jumat 25
Maret 2016 pukul 17.00 WIB
18 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hal. 17.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif,
dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia,
keadaan dan gejala-gejala lainnya.'® Hasil penelitian dalam bentuk uraian-
uraian kalimat yang tersusun secara sistematis.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi pehelitian diiakukan di Polresta Padang bagian Satlantas dan
bagian Unit Laka Lantas. Dengan pertimbangan di Polresta Padang adalah
suatu institusi yang mempunyai tugas sebagai penegak hukum di masyarakat
dalam hal ini memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan
hukum, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta pengelolaan
tilang yang mengelola adalah Satlantas.
4. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan adalah berupa :
1) Data Primer
Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan
guna mendapatkan data yang berguna dengan permasalahan ini. Data
jenis ini diperoleh langsung melalui lapangan dengan mewawancarai

responden yaitu beberapa orang anggota satuan polisi lalu lintas untuk

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ketiga, Jakarta : Universitas
Indonesia, 1986. hal. 10.
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mendapatkan keterangan secara langsung mengenai peranan Satlantas
dalam penegakan hukum terhadap sopir angkot remaja di kota Padang.
2) Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang sudah terolah dan
diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder ini berupa :
a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum prirﬁer yaitu bahan hukum yang mengikat,
dalam hal ini dapat menunjang penelitian, antara lain :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas Jalan Raya
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang
membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, internet yang
berkaitan dengan penulisan ini.
¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang
memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa
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kamus hukum, kamus bahas Indonesia, ensiklopedia dan
sebagainya.
b. Sumber Data
Dalam penyusunan ini menggunakan sumber data sebagai berikut :
1) Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan
data sekundef,‘penelitian kepustakaan dilakukan pada :
a) Perpustakaan Universitas Andalas;
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
¢) Bahan hukum dan koleksi pribadi
2) Penelitian Lapangan
Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang
dimana penelitian tersebut dilakukan di Kepolisian Polresta Kota
Padang bagian Satlantas dan bagian Unit Laka Lantas.
5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan
kegiatan seperti berikut :
a) Studi Dokumen
Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data

tertulis dengan menganalisis data tersebut. Tujuan dan kegunaan studi
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kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukan jalan pemecahan
permasalahan penelitian.?°

b) Wawancara

Wawancara Yyaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dimana dua
orang atau lebih berhadapan secara fisik. Tipe wawancara yang dipakai
adalah wawancara tidak terarah (nondirective interview) yang intinya
adalah 'bahwa ‘seluruh Wawancara tidak didasarkan pada situasi suatu
sistem atau daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Pewawancara
ini memberikan pengarahan yang tajam, akan tetapi semua diserahkan
kepada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan kesemuanya
masing-masing.?* Wawancara dilakukan kepada Kasat Lantas Polresta
Padang yang terkait dengan masalah sopir angkot remaja di kantor Polresta
Padang.
6. Pengolahan dan Analisis data

a) Pengolahan Data
Semua data ‘yang diperoleh akan diproses melalui proses Editing yaitu
data yang diperoleh tidak seluruhnya dimasukkan tetapi dipilih data-data
yang diperlukan dan berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh

data yang lebih struktural.

2Bambang Sugiono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindp Persada, 1996
hal.43.

21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum ,Jakarta : Universitas Indonesia, 1986,
hal. 228.
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b) Analisis Data
Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu
penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar
hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat
data kuantitatif, penulis akan mencantumkan didalam hasil penelitian

demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.
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